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EVTISARI

Pembangunan yang terus meningkat disemua sektor dalam rangka
meningkatkan taraf hidup masyarakat senantiasa akan menuntut meningkatnya
kebutuhan akan tanah sebagai tempat melaksanakan kegiatannya.Tanah sebagai
sumberdaya yang tidak habis namun jumlahnya tetap tidak bertambah sehingga
pihak - pihak yang menguasai dan menggunakan tanah untuk usaha untuk
meningkatkan kesejahtraan rakyat, adalah mereka yang mendapatkan prioritas.
Mengingat tanah sebagai modal pembangunan, maka penguasaan dan
penggunaannya perlu diatur agar sesuai dengan perencanaan dan peruntukan
yang ditetapkan guna mengantisipasi pesatnya laju pembangunan yang berarti
posisi tanah menjadi makin penting. Oleh karena itu unsur-unsur spekulasi dalam
penguasaan dan penggunaan tanah hendaknya ditekan. Kepariwisataan dipropinsi
Bali pada Umumnya dan Kabupaten Badung pada khususnya saat ini telah
berkembang. Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Badung pada daerah
pariwisata bermodalkan keindahan alam, dan seni budaya yang bemafaskan
Agama Hindu . Semakin hari kegiatan keperiwisataanpun semakin meningkat
sehingga banyak perusahaan yang berencana membangun sarana kepariwisataan
seperti hotel, restaurant, cottages, lapangan golf dan sarana peninjang lainnya.
Untuk mengantisipasi hal ini agar penyediaan sarana pariwisata tersebut sesuai
dengan Rencana Tata Ruang maka ditetapkan Kawasan Pariwisata melalui
Keputusan Gubernur KDH TK I Prop.Bali No, 528 Tahun 1993 tanggal 8
Oktober 1993 sebanyak 21 kawasan.

Tanah-tanah yang ada dikawasan pariwisata tersebut memang
dipriorotaskan untuk pembangunan sarana pariwisata dengan tidak mengabaikan
fungsi sosial hak atas tanah. Namun demikian perusahaan yang ingin menguasaai
dan mengggunakan tanah dikawasan tersebut untuk membangun agar sesuai
dengan perencanaan . Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Penguasaaan dan
Penggunaan tanah dikawasan wisata tersebut sebagai realisasi dari pemberian ijin
lokasi . Metode yang digunakan adalah metode survey. Data primer diperoleh
secara langsung dilapangan,data sekunder diperoleh dari instansi terkait dan data
tersebut disusun dalam bentuk tabel kemudian dianalisa secara diskriptif.

Hasil penelitian menunjukan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dari
tahun 1996-1999, ijin lokasi yang diterbitkan untuk pembangunan sarana
pariwisata di kawasan wisata penelitian sebanyak 127 ijin lokasi dengan luas
6.053 Ha,namun yang berhasil direalisasikan sebanyak 71 buah dengan luas
1225,99 ha, yang sudah berstatus HGB seluas 567,394 ha.Dan dari luas tanah
yang sudah digunakan sesuai dengan rencana seluas 29,535 ha,yang belum
digunakan seluas 1.984,86ha.Ini menunjukan bahwa penguasaan dan penggunaan
tanah dikawasan pariwisata tersebut oleh pengusaha sarana pariwisata tidak
sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaan ijin lokasi yang diperolehnya.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah rangkaian kegiatan usaha yang berupa usaha

perombakan dan perbaikan yang dilaksanakan secara sadar, terencana dan terus

menerus untuk mencapai kondisi yang lebih baik.

Pembangunan merupakan salah satu faktor untuk mendukung kemajuan

suatu bangsa. Keberadaan sumber daya alam termasuk tanah sebagai modal dasar

tanpa adanya kegiatan pembangunan diatasnya, tentu tidak akan mendatangkan

manfaat bagi kemakmuran rakyat. Berbagai macam penggunaan tanah dalam

kegiatan pembangunanlah yang akan memberikan kemakmuran rakyat.

Syarat utama dalam pemanfaatan tanah untuk pembangunan hams dapat

meningkatkan kesejahtraan rakyat sebagaimana digariskan dalam UUD 1945

pasal 33 ayat ( 3 ) yang menyatakan bahwa bumi,air dan kekayaan alam yang

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar

kemakmuran rakyat. Oleh karena itu Negara dengan hak menguasainya

berkewajiban untuk mengatur dan menentukan peruntukan, penggunaan,

penguasaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya tanah. Sebagaimana

dijabarkan dalam pasal 14 ayat ( 1 ) Undang- Undang Pokok Agraria yang

menyatakan :



Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan
ayat (3),pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)
pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu
rencana umum mengenai persediaan,peruntukan dan penggunaan
bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya :

a. Untuk keperluan Negara;
b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci

lainnya sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial,

kebudayaan dan Iain-Iain kesejahtraan.
d. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian,

perternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu.
e. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi

dan pertambangan.

Berdasarkan UUPA pasal 14 (1) hurup c ditegaskan bahwa pemerintah

membuat suatu rencana umum mengenai persediaan peruntukan dan penggunaan

bumi,air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya

antara lain untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat sosial,

kebudayaan Iain-lain kesejahteraan termasuk sektor pariwisata.

Sebagai tindak lanjut dari meningkatnya pertumbuhan Pariwisata di

Indonesia,maka diperlukan suatu pengaturan tentang Kawasan Pariwisata. Untuk

itu pemerintah mengeluarkan ketentuan tentang Kawasan pariwisata yang diatur

dengan peraturan daerah No. 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Propinsi Bali.

Adanya pengaturan dari pemerintah dalam hal kawasan pariwisata di

Indonesia adalah merupakan indikasi bahwa sektor pariwisata di Indonesia dirasa

penting untuk senantiasa ditingkatkan. Hal tersebut semakin terlihat nyata



Deregulasi dan Debirokratisasi yang pada hakekatnya bentuk untuk menarik

investor atau para pengusaha untuk menanamkan modalnya di

Indonesia.sehingga diharapkan iklim investasi dapat meningkat , yang pada

akhirnya secara makro dapat meningkatkan perekonomian bangsa.

Salah satu upaya untuk peningkatan perekonomian bangsa, khususnya

di Provinsi Bali, pembangunan pariwisata telah menjadi sektor andalan, sebagai

salah satu sektor yang banyak mendatangkan devisa. Dari tahun ke tahun

kunjungan wisatawan baik domistik maupun dari mancanegara terus meningkat.

Kenyataan ini menjadikan perhatian pemerintah daerah Bali. Perhatian

Pemerintah Daerah Bali terhadap sektor pariwisata demikian besar, dengan

ditetapkannya Peraturan Daerah Tingkat I Bali No.4 Tahun 1996 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali. Dimana dalam pasal 22 ayat ( 1 )

hurup c dan ayat 5 perda tersebut, diatur dan ditunjuk kawasan pariwisata

sebanyak 21 kawasan pariwisata yang tersebar di Prop Bali termasuk diantaranya

yang terdapat di KabupatenBadung.

Dengan ditunjuknya sebanyak 21 kawasan yang tersebar di seluruh

wilayah daerah tingkat II termasuk yang ada di Kab Badung yaitu Nusa Dua dan

Kuta sebagai kawasan pariwisata, maka makin mempermudah Pemerintah

Daerah Bali untuk mengatur dan merencanakan peruntukan tanah sesuai dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah. Sehingga tumpang tindih penggunaan tanah dan

konflik kepentingan khususnya untuk tanah yang diperuntukan untuk kegiatan

pariwisata sendiri mungkin dapat dicegah .



Adanya Perda No.4 Tahun 1996 ini, juga berdampak terhadap ijin

lokasi yang diterbitkan/ dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Badung.

Dimana hampir setiap tahunnya permohonan ijin lokasi oleh pengusaha terus

ada. Dan khusus untuk ijin lokasi dengan peruntukan pariwisata lebih diarahkan

di kawasan pariwisata yang sudah berkembang.

Pembangunan sektor pariwisata diharapkan dapat dijadikan sektor

andalan dalam perolehan devisa di masa yang akan datang, kebijaksanaan

pembangunan pariwisata tersebut dituangkan dalam tap MPR Nomor

II/MPR/1998Bab IV hurup F bidang ekonomiangka 4 ayat (h), yaitu:

"Pembangunan pariwisata diarahkan pada pemantapan pariwisata menjadi
sektor andalan yang mampu menungkatkan penerimaan devisa,
pendapatan daerah, pengenalan dan pemasaran produk nasional, perluasan
lapangan kerja dan kesempatan berusaha dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta tanah air
dan mempererat persahabatan antar bangsa dengan meningkatkan dan
memperluas obyek dan daya tarik wisata, promosi, sarana dan prasarana,
keterjangkauan, kwalitas SDM, mutu pelayanan kepariwisataan, dan
peranserta aktif masyarakat serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan
teknologi dengan tetap mempertahankan kepribadian bangsa, nilai agama,
dan nilai luhur budaya bangsa serta kelestarian fungsi dan mutu
lingkungan hidup"



Seperti diketahui ijin lokasi bertujuan mengarahkan calon investor

(pengusaha ) untuk membangun dilokasi tanah yang sesuai denganRencanaTata

Ruang Wilayah ( RTRW ) sebagai perangkat agar pemanfaatan ruang dapat

dilakukan secara optimal, sehingga dengan berbekal ijin lokasi para pengusaha

dapat melakukan usaha-usaha perolehan dan hak atas tanahnya yang kemudian

dilanjutkan dengan realisasi penggunaannya sesuai dengan peruntukan ijin

lokasinya.

Dengan adanyaPenyederhanaan prosedur perijinan khususnya ijin lokasi

yang sejalan dengan pesatnya perkembangan kegiatan pembangunan di

Kabupaten badung, maka banyak menarik minat investor untuk menanamkan

modalnya sehingga menimbulkan dampak positif bagi kemajuan pembangunan

di Kabupaten badung. Pembangunan sektor pariwisata yang merupakan sektor

andalan dari pembangunan sektor lainnya, banyak diminati oleh para investor

sebagai bidang usaha yang menjanjikan.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah ijin lokasi dengan peruntukan

pariwisata yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten badung.

Banyaknya jumlah ijin lokasi yang diterbitkan pada sektor ini menunjukan

kecendrungan besarnya minat investor untuk menanamkan modalnya, tetapi

temyata belum semua ijin lokasi dengan peruntukan untuk pariwisata yang

diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten badung khususnya pada lokasi

yang ditunjuk sebagai kawasan pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

dalam peraturan yang berlaku. Hal ini terlihat dari adanya tanah- tanah yang



terlantar , penguasaan tanah/lahan tidur dan penyimpangan dari rencana

penggunaan tanahnya.

"Pemberian ijin lokasi ternyata tidak selalu disertai dengan kegiatan
pembangunan, baik karena terbatasnya ketersediaan dana pembangunan
maupun karena alasan-alasan lain seperti kurangnya profesionalisme
atau kurang bonafidnya para pemohon ijin lokasi, bahkan ada
kemungkinan adanya maksud untuk mengadakan spekulasi dan
manipulasi dan bahkan ada issue komersialisasi pemberian ijin lokasi
sehingga terjadi kolusi dan jual beli ijin lokasi. (Soni Harsono, 1997:6 ) "

Adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia mulai pertengahan tahun

1998, turut memberi andil tidak dilaksanakannya ijin lokasi oleh penerimanya

sesuai ketentuan yang berlaku, akibatnya kewajiban-kewajiban yang seharusnya

dilaksanakan setelah ijin lokasi diterima, seperti realisasi penguasaan hak atas

tanah nya dan melaksanakan pembangunan sarana pariwisata sebagai wujud dari

penggunaan tanah sesuai dengan peruntukannya, belum semuanya dapat

terwujud. Begitu juga yang terjadi di kawasan pariwisata, masih banyak

pengusaha yang belum melakukan usaha-usaha untuk mewujudkan penguasaan

dan penggunaan tanah yang sesuai dengan ijin lokasi yang telah diterimanya.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian mengenai penguasaan dan penggunaan tanah untuk kawasan

pariwisata di Kabupaten Badung Propinsi Bali dengan judul:

" STUDI TENTANG PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH

PADA KAWASAN PARIWISATA DI KABUPATEN BADUNG"



B. Rumusan Permasalahan.

Masyarakat Bali yang sebagian besar beragama Hindu dalam

melaksanakan pembangunan menganut sistem keseimbangan pembangunan

dengan lingkungannya yang disebut dengan Tri Hita Karana agar dapat dicapai

kesejahtraan dan kedamaian dalam menikmati hasil pembagunan, jadi dalam hal

pengadaan dan pembangunan sarana pariwisata perlu memperhatikan masalah-

masalah sosial budaya dan masalah lingkungan.

"Tri Hita Karana yang mengajarkan pola hubungan yang seimbang
diantara ketiga sumber kesejahtraan dan kedamaian ini diharapkan
manusia selalu berusaha untuk menjaga keharmonisan hubungan antara
ketiga unsur itu yakni:
1. Hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan.
2. Hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam.
3. Hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia ( I Made

Suastawa Darma Yudha dan I wayan Konti Santika, 1991; 8 ).

Upaya perolehan hak atas tanah dan pembangunan sarana pariwisata oleh

pengusaha pada kawasan-kawasan yang ditunjuk untuk kawasan pariwisata,

mengakibatkan terjadinya perubahan penguasaan dan penggunaan tanah pada

kawasan itu.namun ada kalanya status penguasaan tanah dan realisasi

penggunaan tanahnya tidak sesuai dengan proposal permohonan semula sehingga

hal ini dapat menimbulkan keresahan (tanah terlantar ). Sehubungan dengan hal

ini maka penulis mengangkat permasalahan yang menyangkut penguasaan dan

penggunaan tanah pada kawasan yang ditunjuk untuk kegiatan pariwisata di

Kabupaten Badung sebagai berikut:



1. Bagaimanakah status penguasaan dan realisasi penggunaan tanah oleh

perusahaan sarana pariwisata setelah ijin lokasi diterbitkan.

2. Masalah-masalah apa yang dihadapi oleh penerima ijin lokasi berkaitan

dengan realisasi penguasaan dan penggunaan tanah.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1.Tujuan Penelitian:

a. Untuk mengetahui realisasi penguasaan dan penggunaan tanah oleh

penerima ijin lokasi, apakah sesuai dengan rencana awal peruntukannya

setelah ijin lokasi dengan peruntukan pariwisata diterbitkan oleh Kantor

Pertanahan Kabupaten Badung.

b. Untuk mengetahui masalah -masalah yang dihadapi oleh penerima ijin

lokasi berkaitan denngan realisasi penguasaan hak atas tanah dan

penggunaan tanahnya.

2. Kegunaan Penelitian:

a. Hasil Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai acuan pembanding terhadap

hasil studi disiplin keilmuan lain yang sama-sama menaruh minat pada

penyusunan kebijaksanaan mengenai penguasaan dan penggunaan tanah

pada kawasan yang ditunjuk untuk kawasan pariwisata.



b. Dapat dijadikan bahan evaluasi tentang penguasaan dan penggunaan tanah

pada kawasan yang ditunjuk untuk kawasan pariwisata . Dengan demikian

dapat diantisipasi dampak-dampak negatif yang mungkin timbul dimasa-

masa yang akan datang.

D. Definisi Oprasional.

Sesuai dengan topik bahasan dalam penelitianmengenai penguasaan dan

penggunaan tanah pada kawasan yangditunjuk untuk pariwisata di Kab Badung,

untuk tidak menimbulkan kerancuan dalam uraian yang telah dikemukakan

penyusun memberikan batasan-batasan penjelasan sebagai berikut:

1. Penguasaan tanah yang dimaksud disini, Hak Penguasaan Tanah,

merupakan hubungan konkrit ( biasanya disebut Hak ). Jika telah

dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai obyeknya dan orangnya atau

badan hukum tertentu sebagai subyek/pemegang haknya. ( Boedi Harsono,

1994;21).jadi penguasaan tanah secara hukum atau secara fisik.

2. Penggunaan tanah untuk kawasan pariwisata yang dimaksud disini

adalah Penggunaan Tanah untuk mendirikan sarana pariwisata dan sarana

lainnya sebagai pendukungnya dalam kurun waktu 4 tahun (1996-1999).

3. Kawasan Peruntukan pariwisata yaitu Bentangan lahan yang

diperuntukan bagi kegiatan pariwisata berdasarkan Rencana Tata Ruang

Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang

bersangkutan.



4. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata

termasuk penguasaan obyek dan daya tarik wisata. Serta usaha-usaha

yang terkait di bidang tersebut.

5. Kawasan pariwisata adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan

pariwisata yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang

yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan pariwisata

yang telah memihki izin usaha kawasan pariwisata.

6. Perusahaan Kawasan pariwisata adalah Perusahaan yang mengusahakan

pengembangan dan / pengelolaan kawasan pariwisata.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pelaksanaan penelitian, perolehan data, pengolahan sampai

analisisisnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Perolehaa dan penguasaan tanah di kawasan pariwisata untuk membangun

sarana pariwisatatidak sesuai dengan ijin lokasi yang diterbitkan,khususnya

perusahaan - perusahaaan yang ijin lokasinya relatif luas bahkan sampai 650

hektar. Banyak pemilik ijin lokasi yang penguasaan tanahnya hanya

sebagian kecil bahkan ada yang tidak / belum menguasai sama sekali sesuai

dengan ijin lokasi yang diperolehnya.

2. Tanah - tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan sarana pariwisata

melalui ijin lokasi belum semua digunakan sesuai dengan rencana

peruntukannya semula, terhadap hal ini ada beberapa klasifikasi perusahaan

sarana pariwisata tersebut yaitu :

a. Telah selesai perolehan penguasaan, tanahnya dan baru akan mulai

pembangunannya.

b. Telah selesai sebagian perolehan penguasaan tanahnya, tapi telah mulai

kegiatan pembangunannya.

c. Baru dimulai pembebasan tanahnya dan dimulai dengan rencana

pembangunannya.

d. Terdapat sementara perusahaan yang belum mempunyai proposal



e. Terdapatnya kendala-kendala dalam hal untuk menindak lanjuti

pelaksanaan ijin lokasinya oleh penerima setelah diberikannya ijin

lokasi yaitu masalah dana yang cukup besar untuk merealisasikan

pembangunan akibat dampak krisis moneter yang berkepanjangan serta

kurang adanya kesepakatan antara pengusaha penerima ijin lokasi

dengan pemilik tanah.

f. Tidak adanya persetujuan dan dukungan tertulis dari masyarakat/pemilik

tanah sekitarnya dalam hal pembangunan sarana pariwisata dan

penunjangnya.

g. Keengganan pengusaha sarana pariwisata untuk membangun fasilitas-

fasilitas pariwisata disebabkan banyaknya terjadi kerusuhan, yang

menyebabkan berkurangnya jumlah wisatawan yang datang ke Bali.

B. Saran

Setelah melaksanakan penelitian perolehan serta analisa data sampai

penyusunan tulisan ini penulis memberikan saran - saran antara lain :

1. Perusahaan sarana pariwisata yang telah memohon ijin lokasi perlu

memperhitungkan kemampuannya dalam merealisasikan ijin lokasi yang

dimohon tersebut.

2. Perlu dilakukan tegoran bagi perusahaan sarana wisata yang sudah

menguasai tanah melalui ijin lokasi, agar segera memanfaatkan tanahnya

untuk membangun sarana pariwisata yang dimaksud.



3. Mengenai tanah - tanah yang sudah dikuasai dan digunakan oleh perusahaan

sarana pariwisata agar tetap dijunjung tinggi asas fungsi sosial hak atas

tanah demi terjalinnya keserasian dan keseimbangan dengan pembangunan

di sektor lainnya.

4. Pembangunan sarana prasarana pariwisata sebagai akibat berkembangnya

sektor pariwisata agar memanfaatkan tanah- tanah yang kurang produktif

serta disesuaikan dengankemampuandan topografi wilayah.

5. Pengembangan pariwisata janganhanya mengutamakan keuntungan materiil

semata namun harus tetap menjaga kelestarian lingkungan alam maupun

budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
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Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok

Agraria.

Undang - Undang No. 24 Tahun 1992tentang Penataan Ruang.
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